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MOTTO 

 

“Nikmati setiap prosesnya, karena mutiara yang berkilau-pun terbentuk melalui 

proses yang panjang dan penuh tekanan. Teruslah bertumbuh dan jangan pernah 

menyerah layaknya bunga matahari, meski hujan turun dan langit kelabu, ia tetap 

tumbuh dan tak berpaling menatap mentari.” 

(Nafisah Nursafanah) 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 

(QS. Al- Baqarah: 286) 

 

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan.” 

(Sutan Sjahrir) 

 

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah 

jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-

orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan 

kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan 

yang benar pada langkah yang kedua.” 

(Buya Hamka) 
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ABSTRAK 

 

Nafisah Nursafanah, Analisis Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, 

Rasio Ketergantungan dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2020-2024 

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator penting dalam 

menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Namun, Kawasan Timur 

Indonesia masih menghadapi ketimpangan capaian Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) dibandingkan wilayah barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan 

Daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia tahun 2020-2024. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka dengan pendekatan 

kuantitatif. Data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan data time series 

(2020-2024) dan cross section (provinsi di Kawasan Timur Indonesia). Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan bantuan Eviews 10, 

dan model terbaik yang dipilih berdasarkan uji Chow, uji Hausman, dan Uji 

Langrange Multiplier (LM) adalah Random Effect Model (REM). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial rasio derajat 

desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan rasio 

ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah 

berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. kemudian secara simultan, rasio 

derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio 

kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). 

 

Kata Kunci: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan 

Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia 
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ABSTRACT 

 

Nafisah Nursafanah, Analysis of the Influence of Fiscal Decentralization 

Degree Ratio, Dependency Ratio, and Independence Ratio on the Human 

Development Index (HDI) in Eastern Indonesia for the Years 2020-2024 

Human development is a crucial indicator for assessing the success of a 

region's development. However, Eastern Indonesia still faces disparities in the 

Human Development Index (HDI) compared to the western region. This study aims 

to analyze the effect of the Fiscal Decentralization Ratio, the Regional Financial 

Dependence Ratio, and the Regional Financial Independence Ratio on the Human 

Development Index (HDI) in Eastern Indonesia from 2020 to 2024. 

This research is a type of literature study with a quantitative approach. The 

data used is panel data, which is a combination of time series data (2020-2024) and 

cross-sectional data (provinces in the Eastern Indonesia Region). Data analysis was 

conducted using panel data regression with the help of Eviews 10, and the best 

model selected based on the Chow test, Hausman test, and Lagrange Multiplier 

(LM) test is the Random Effect Model (REM). 

The research results show that partially, the fiscal decentralization degree ratio 

does not have a significant effect on the Human Development Index (HDI), whereas 

the regional financial dependency ratio and the regional financial independence 

ratio have a significantly negative effect on the HDI. Then, simultaneously, the 

fiscal decentralization degree ratio, regional financial dependency ratio, and 

regional financial independence ratio have a significant effect on the Human 

Development Index (HDI). 

 

Keywords: Fiscal Decentralization Degree Ratio, Regional Financial Dependency 

Ratio, Regional Financial Independence Ratio, and Human Development Index. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Ki ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

 Fathah dan wau au a dan u وَْ...

Contoh: 

 kataba كَتَبَ  -

 fa`ala فَ عَلَ  -

 suila سُئِلَ  -

 kaifa كَيْفَ  -
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 haula حَوْلَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla قاَلَ  -

 ramā رَمَى  -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يَ قُوْلُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

 



 

 xviii 

 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤْضَةُ الَأطْفَالِ  -

 /al-madīnah al-munawwarah الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ  -

al-madīnatul munawwarah 

 talhah  طلَْحَةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ  -



 

 xix 

 

 al-birru البُِّ  -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  جُلُ الرَّ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

 al-jalālu الَْْلَالُ  -



 

 xx 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

 /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وَ إِنَّ اللهَ فَ هُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيَْ  -

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا -
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I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  -

rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّحْْنِ الرَّحِيْمِ  -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

غَفُوْر  رَحِيْم  اللهُ  -   Allaāhu gafūrun rahīm 

عًا - ي ْ  /Lillāhi al-amru jamī`an   لِلِِ  الأمُُوْرُ جََِ

Lillāhil-amru jamī`an/ 
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J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan penerapan 

prinsip otonomi daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UU No. 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Berdasarkan UU tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan 

untuk mengelola, mengatur, serta membuat kebijakan untuk mengatasi 

suatu permasalahan yang terjadi di daerahnya, sehingga diharapkan hal 

tersebut menjadikan pemerintah daerah untuk dapat lebih maksimal 

dalam memberikan pelayanan supaya terwujudnya kesejahteraan bagi 

masyarakat. 

Desentralisasi fiskal bisa disebut juga dengan prinsip money follow 

function, yang berarti setiap tugas ataupun wewenang yang dilimpahkan 

oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus dengan diiringi 

pula alokasi pendanaan yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas 

tersebut (Zulyanto, 2012). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 

memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan. Desentralisasi 
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fiskal juga menuntut setiap daerah memiliki kapasitas ekonomi yang 

memadai agar mampu berdiri sendiri dan bersaing dengan daerah 

lainnya. Karena dengan kemampuan finansial daerah yang baik, maka 

masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang optimal dalam hal pelayanan 

dan pemberdayaan. 

Kawasan Timur Indonesia (KTI) mencakup wilayah-wilayah yang 

terletak di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan 

Papua, sementara untuk Kawasan Barat Indonesia (KBI) meliputi 

wilayah-wilayah yang berada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali (BPIW 

Kementerian PUPR, 2017). Sumber daya alam di KTI sangat melimpah, 

dalam era desentralisasi saat ini seharusnya kekayaan tersebut mampu 

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membiayai 

berbagai kegiatan pemerintahan di wilayah tersebut secara optimal. 

Dengan penerapan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki 

kesempatan untuk mengatur serta mengoptimalkan potensi sumber 

pendapatannya secara lebih efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga 

dapat secara mandiri mengalokasikan anggaran dan memprioritaskan 

pembangunan yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal, baik 

pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, serta pelayanan 

kesehatan. 

Setiap daerah memerlukan sumber pendanaan untuk mendukung 

pelaksanaan kegiatan pemerintahannya, dan Pendapatan Asli Daerah 

atau PAD adalah salah satu sumber utama pendanaan tersebut. PAD 
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merupakan penerimaan yang berasal dari berbagai jenis pajak atau 

pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 

kebijakan yang berlaku, dengan tujuan meningkatkan kemandirian 

daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk mendukung 

pelaksanaan kegiatan ekonomi sebagai wujud dari penerapan 

desentralisasi (Billah & Wijaya, 2022). 

Tabel 1. 1 Realisasi PAD Kawasan Timur Indonesia (Miliar Rupiah) 

Tahun 2020-2024 

Provinsi 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kalimantan Barat 2.154,15 2.507,32 3.217,81 3.000,76 3.369,79 

Kalimantan Tengah 1.570,14 1.851,58 2.523,60 2.416,99 2.824,01 

Kalimantan Timur 5.289,23 6.111,92 8.997,26 9.635,87 10.363,08 

Kalimantan Selatan 2.940,40 3.564,91 4.558,04 4.499,22 5.539,38 

Kalimantan Utara 557,65 677,80 815,66 907,31 1.033,75 

Nusa Tenggara 

Barat 
1.815,69 1.888,46 2.292,07 2.568,22 3.293,97 

Nusa Tenggara 

Timur 
1.166,57 1.238,03 1.363,74 1.332,05 1.451,44 

Sulawesi Utara 1.125,32 1.310,53 1.464,72 1.363,14 1.568,63 

Gorontalo 414,86 510,80 510,34 470,85 538,19 

Sulawesi Tengah 1.122,67 1.494,25 1.559,71 1.581 2.115,13 

Sulawesi Barat 346,86 408 457,41 438,35 509,37 
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Sulawesi Selatan 3.890,21 4.469,11 4.865,96 4.834,73 5.265,44 

Sulawesi Tenggara 1.017,14 1.373,79 1.419,67 1.496,60 1.644,31 

Maluku Utara 447,29 552,35 779,23 758,17 623,86 

Maluku 545,75 550,81 637,95 577,67 652,25 

Papua Barat 485,37 483,95 620,30 530,34 405,37 

Papua 1.388,51 2.139,69 2.226,75 736,74 440,28 

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025) 

Pada tahun 2020, sejumlah provinsi mengalami penurunan PAD 

akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia maupun 

berbagai negara lainnya (Syamsul et al., 2022). Tabel 1.1 di atas 

menunjukkan bahwa di tahun 2023 dan 2024 pada Provinsi Papua Barat 

dan Papua mengalami penurunan PAD yang sangat besar. Penurunan 

PAD di kedua provinsi tersebut disebabkan karena adanya pemekaran 

wilayah, yakni Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, 

serta Papua Pegunungan. Akibat dari pemekaran tersebut, akhirnya 

wilayah administrasi provinsi induk menjadi berkurang, sehingga 

sumber pendapatan yang sebelumnya dikelola oleh provinsi utama kini 

terbagi ke daerah-daerah baru (Nurcahyanto & Saleh, 2023). 

Sedangkan penurunan PAD di Papua dan Papua Barat pada tahun 

2024 juga disebabkan oleh menurunnya ekspor serta merosotnya harga 

komoditas ekspor utama seperti bahan tambang dan mineral (BPS, 2025). 

Kondisi ini berdampak langsung terhadap penerimaan daerah, karena 

ekspor merupakan salah satu sumber pendapatan strategis bagi kedua 
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provinsi tersebut. Ketika volume ekspor menurun dan harga komoditas 

global jatuh, maka penerimaan dari sektor-sektor unggulan turut 

melemah, sehingga mengakibatkan penurunan yang signifikan pada 

PAD. 

Rata-rata PAD di Kawasan Timur Indonesia tergolong masih 

rendah dibanding rata-rata PAD di kawasan barat. Hal itu dapat 

dibuktikan dengan rata-rata PAD pada tahun 2024 di kawasan timur 

hanya Rp. 2.053,03 Miliar, sedangkan rata-rata PAD di kawasan barat 

mencapai Rp. 9.968,64 Miliar (DJPK Kemenkeu diolah). Rendahnya 

PAD di Kawasan Timur Indonesia perlu menjadi fokus perhatian 

pemerintah daerah, karena peningkatan PAD dapat membantu 

mengurangi ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat 

(Riyadi & Woyanti, 2022). 

PAD juga berperan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana 

kinerja pemerintah daerah. Ketika kinerja pemerintah daerah semakin 

baik, hal tersebut biasanya tercermin melalui peningkatan pada tingkat 

kemandirian keuangan daerahnya (Heldi & Zelika, 2020). Dengan 

demikian, maka pemerintah daerah perlu mengadakan evaluasi, 

meningkatkan efisiensi kinerja, serta merancang kebijakan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat apabila PAD di daerahnya masih belum 

menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. 

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) merupakan indikator 

dalam bidang keuangan yang berguna untuk melihat sejauh mana tingkat 
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kontribusi PAD dalam total pendapatan di daerah. Apabila tingkat 

kontribusinya besar, maka menunjukkan bahwa kemampuan daerah 

dalam menjalankan desentralisasi juga semakin tinggi (Suwandi & Tahar, 

2015). Sumber daya alam di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sangat 

melimpah, akan tetapi rasio desentralisasi fiskal di wilayah ini justru 

tercatat lebih rendah dibandingkan dengan KBI. Pada tahun 2024, rata-

rata RDDF di KTI hanya mencapai 34,47%, sementara di KBI rata-

ratanya sebesar 53,80% (DJPK Kemenkeu diolah). 

Pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan besar pada 

pendapatan transfer masih menjadi persoalan utama dalam penerapan 

otonomi daerah, terutama dalam aspek pembangunan. Tingkat 

ketergantungan fiskal suatu daerah dapat dilihat dari besarnya dana 

transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Perbandingan antara 

jumlah dana transfer dengan total pendapatan daerah menjadi rumus 

untuk mengukur rasio ketergantungan fiskal suatu daerah (Zukhri, 2020). 

Jika rasio tersebut menunjukkan angka yang tinggi, maka berarti 

pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari 

pemerintah pusat maupun dari daerah lain untuk melaksanakan 

otonominya. Secara umum, rasio ketergantungan keuangan daerah di 

KTI masih tergolong tinggi jika dibanding KBI. Pada tahun 2024, rata-

rata rasio ketergantungan di kawasan timur tercatat sebesar 64,68%, 

sementara di kawasan barat hanya sekitar 46,04% (DJPK Kemenkeu 

diolah). 
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Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kesanggupan daerah 

dalam mendanai seluruh kegiatannya secara mandiri, termasuk kegiatan 

pembangunan, administrasi pemerintahan, serta pelayanan publik, 

dengan mengandalkan pendapatan yang berasal dari pajak maupun 

retribusi yang diperoleh dari masyarakatnya (Arpani & Halmawati, 

2020). Oleh karena itu, kemandirian fiskal menjadi faktor krusial dalam 

mendukung kelancaran operasional pemerintahan daerah, karena dengan 

keuangan yang mandiri, kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara 

cepat dan efisien. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) 

dihitung berdasarkan perbandingan antara PAD dengan total pendapatan 

daerah yang didalamnya juga termasuk dana transfer dari pusat maupun 

pinjaman (Mahmudi, 2019). Efektivitas pembiayaan pembangunan dan 

pelayanan publik, termasuk dalam bidang infrastruktur, kesehatan, dan 

pendidikan akan mengalami dampak yang negatif jika rasio kemandirian 

daerah rendah. KTI memiliki kekayaan alam yang berlimpah, seharusnya 

jika hal itu dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka bisa digunakan 

untuk menunjang pendapatan asli daerah yang lebih besar. Akan tetapi, 

setelah melihat data yang ada, ternyata nilai kemandirian keuangan 

daerah di KTI masih lebih rendah dibanding KBI. Hal itu dibuktikan 

dengan rendahnya rata-rata RKKD pada tahun 2024 di KTI yang hanya 

sebesar 58,68%, sedangkan untuk rata-rata di KBI mencapai 139,85% 

(DJPK Kemenkeu diolah). 
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa dijadikan sebagai 

ukuran untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan di suatu daerah. 

Jadi, konsep tersebut menggambarkan bahwa parameter pembangunan 

bukan hanya dapat dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 

dari tingkat kesejahteraan penduduknya (UNDP, 2022). Untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah diperlukan 

pelayanan publik yang berkualitas, dan hal itu dapat terwujud melalui 

pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel. Sehingga 

semua kesinambungan tersebut akhirnya akan bermuara pada 

meningkatnya kesejahteraan masayarakat yang dapat dilihat dari 

semakin tingginya IPM (T. Anggraini & Sutaryo, 2015). 

Tabel 1. 2 Rata-Rata IPM di Kawasan Timur dan Kawasan Barat 

Indonesia Tahun 2020-2024 

Provinsi 

Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kawasan Timur Indonesia 69,06 69,36 69,97 71,36 71,90 

Kawasan Barat Indonesia 73,10 73,36 73,96 74,58 75,23 

Sumber: BPS, data diolah (2025) 

Data dalam tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa IPM di KTI 

memiliki rata-rata yang jauh lebih rendah dibanding dengan KBI. Akan 

tetapi apabila dilihat secara menyeluruh, IPM di Kawasan Timur 

Indonesia tergolong cukup baik karena berada di atas 60%. Pada tahun 

2023 dan 2024, nilai IPM sudah tergolong tinggi karena berada di atas 

70%. Namun demikian, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata 
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IPM nasional, yaitu sebesar 74,39% pada tahun 2023 dan 75,02% pada 

tahun 2024 (BPS, 2025). Jadi hal tersebut menggambarkan bahwa 

kebutuhan masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pendapatan 

di KTI sudah dapat diakses dengan baik, hanya saja memang belum 

sempurna dan merata jika dibandingkan dengan di KBI.  

Keterbatasan infrastruktur yang mendukung sektor pendidikan dan 

kesehatan di KTI menjadi salah satu penyebab utama terjadinya 

ketimpangan pembangunan manusia di daerah tersebut. Fasilitas 

pendidikan yang belum memadai seperti kurangnya jumlah sekolah dan 

kualitas sarana belajar, serta sulitnya akses ke sekolah di daerah-daerah 

terpencil, menyebabkan terhambatnya akses masyarakat untuk 

memperoleh kualitas pendidikan yang baik. Dan hal itu akhirnya akan 

berdampak pada rendahnya tingkat rata-rata lama sekolah serta harapan 

lama sekolah di wilayah tersebut (Sihombing & Kusuma, 2022). Selain 

itu, fasilitas kesehatan yang minim di daerah terpencil seperti kurangnya 

puskesmas, rumah sakit, serta para tenaga medis profesional, juga akan 

menjadi hambatan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan 

yang berkualitas. Akibat dari kondisi tersebut, angka harapan hidup 

menjadi rendah, serta angka kematian ibu dan bayi juga cenderung tinggi 

(Wardhana & Kharisma, 2023). Sehingga desentralisasi memberikan 

tuntutan bahwa pembangunan infrastruktur harus dapat dilakukan secara 

optimal dan merata agar memberikan dampak yang baik pada 
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kesejahteraan masyarakat, dan hal itu akan membuat IPM yang ada di 

daerah tersebut semakin meningkat. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penelitian ini akan 

difokuskan pada segi kesejahteraan masyarakat yang direpresentasikan 

melalui variabel IPM. Penilaian baik ataupun tidaknya pembangunan 

manusia di suatu daerah dapat diukur dengan melihat kinerja keuangan 

pemerintah daerahnya, sehingga hal itu dapat dilakukan dengan 

menganalisis laporan keuangan daerah tersebut (Hendri & Yafiza, 2020). 

Terdapat berbagai jenis rasio yang dipakai untuk menilai kinerja 

keuangan daerah. Penelitian ini akan memakai tiga jenis rasio, yaitu rasio 

desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, serta rasio kemandirian 

keuangan daerah. Pemilihan ketiga rasio ini dilakukan secara selektif 

dengan mempertimbangkan relevansi langsung pada tujuan penelitian, 

yaitu analisis pengaruh kapasitas fiskal daerah terhadap IPM. Meskipun 

ada banyak rasio keuangan lainnya seperti rasio efektivitas, efisiensi 

belanja, dan lain-lain, namun rasio tersebut hanya bersifat teknis dan 

operasional, sehingga tidak secara langsung merepresentasikan otonomi 

dan ketergantungan fiskal daerah secara menyeluruh (D. E. Anggraini & 

Prayoga, 2024). Sehingga pemilihan ketiga rasio tersebut dianggap 

paling tepat dan relevan untuk mewakili fokus kajian terhadap hubungan 

kapasitas fiskal daerah dengan pencapaian pembangunan manusia di 

KTI. 



11 

 

 

Meskipun hubungan antara variabel-variabel independen tersebut 

pada IPM telah banyak diteliti di berbagai wilayah Indonesia, namun 

hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang tidak 

konsisten. Oleh karena itu dikemukakan research gap pada penelitian 

tentang pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan 

keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap IPM. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hamimah dan Zulkarnain (2020) 

mengemukakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal mempengaruhi 

IPM di Jawa Barat. Sedangkan penelitian Soleh dan Ardilla (2018) 

mengemukakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal tidak 

mempengaruhi IPM di Kota Jambi.  

Penelitian Asri et al. (2025) menunjukkan bahwa rasio 

ketergantungan berpengaruh terhadap IPM di Kalimantan Timur. 

Sedangkan menurut Digdowiseiso dan Satrio (2022) menunjukkan 

bahwa rasio ketergantungan tidak berpengaruh terhadap IPM di 

Kalimantan Selatan. Kemudian penelitian dari Mauludin dan Dewi 

(2020) mengungkapkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah 

berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Banten. Sedangkan penelitian dari 

Munfarida dan Priyojadmiko (2020) mengungkapkan bahwa rasio 

kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap IPM di 

Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan adanya sejumlah perbedaan temuan 

yang beragam seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka hal tersebut 

menarik peneliti untuk melakukan kajian serupa dalam menentukan 
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variabel yang mempengaruhi IPM oleh variabel rasio derajat 

desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio 

kemandirian keuangan daerah. 

Kebanyakan penelitian sebelumnya meneliti di lingkup 

kabupaten/kota, provinsi, maupun wilayah Indonesia secara keseluruhan. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Gian Riksa (2021) yang 

menggunakan variabel penelitian serupa namun hanya meneliti pada 

lingkup kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, terdapat 

penelitian lainnya seperti penelitian dari Santi H. dan Nenik W. (2021) 

yang juga menggunakan salah satu variabel independen dan dependen 

yang sama dengan penelitian ini namun penelitiannya dilakukan pada 

lingkup yang lebih luas, yakni seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga 

penelitian ini melakukan pembaharuan dengan memfokuskan penelitian 

di bagian kawasan Indonesia yang rata-rata IPM-nya lebih rendah 

dibandingkan dengan bagian kawasan Indonesia lainnya, yakni Kawasan 

Timur Indonesia (KTI). Selain itu, pada saat yang sama, bagian wilayah 

ini juga menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan fiskal pada dana 

transfer dari pemerintah pusat, serta rendahnya tingkat kemandirian 

fiskal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang sejauh mana 

kapasitas fiskal daerah memengaruhi pencapaian IPM, dan apakah 

desentralisasi fiskal yang telah berjalan mampu meningkatkan 

kesejahteraan manusia di wilayah tersebut. Penelitian ini juga melakukan 

pembaharuan dengan menggunakan data tahun terbaru, yakni selama 
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rentang waktu dari 2020-2024, dimana tahun tersebut juga merupakan 

periode yang mencakup fase penting dalam dinamika fiskal dan 

pembangunan nasional karena mencakup masa selama dan sesudah 

pandemi COVID-19. Selain itu, pada tahun 2024 Indonesia juga 

mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi karena disebabkan oleh 

menurunnya tingkat ekspor akibat melemahnya permintaan global dan 

penurunan harga komoditas ekspor (BPS, 2025). Dengan demikian, 

dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh 

rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, dan rasio 

kemandirian keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024. 

Sehingga penelitian ini akan mengangkat judul “Analisis Pengaruh Rasio 

Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan dan Rasio 

Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan 

Timur Indonesia Tahun 2020-2024”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka penelitian ini 

akan menggunakan rumusan masalah berikut: 

1. Apakah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh 

secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 

Kawasan Timur Indonesia pada periode 2020-2024? 
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2. Apakah Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah memiliki pengaruh 

secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 

Kawasan Timur Indonesia pada periode 2020-2024? 

3. Apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki pengaruh 

secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 

Kawasan Timur Indonesia pada periode 2020-2024? 

4. Apakah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan 

Keuangan Daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2020-2024? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh atau 

tidak secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2020-2024. 

2. Menganalisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh 

atau tidak secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2020-2024. 

3. Menganalisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh 

atau tidak secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2020-2024. 



15 

 

 

4. Untuk menganalisis apakah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, 

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh atau tidak terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia 

pada periode 2020-2024. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa membantu pembaca, 

terutama mahasiswa, untuk mengembangkan pemahaman 

akademisnya dalam bidang keuangan regional dan ekonomi 

pembangunan. Mahasiswa juga dapat memahami bagaimana 

pengelolaan keuangan memiliki dampak yang terukur pada 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat bermanfaat untuk menjadi panduan bagi penelitian mendatang 

lainnya terkait IPM. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar 

pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan 

yang relevan untuk memaksimalkan potensi dan sumber 

pendapatan daerah dengan pengelolaan keuangan yang baik dan 

bijak. Karena langkah ini sangat penting untuk mendukung 

pelaksanaan desentralisasi fiskal yang berfokus dalam 
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peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercermin 

dalam IPM. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan 

kepada masyarakat mengenai arah pembangunan yang sesuai 

bagi daerahnya. Karena masyarakat tidak cuma berperan sebagai 

penerima manfaat pembangunan, melainkan juga sebagai pelaku 

aktif dalam pelaksanaannya. Pada akhirnya, pembangunan daerah 

bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, 

sehingga partisipasi masyarakat sebagai pengawas sangat 

diperlukan agar pemerintah daerah tetap berjalan sesuai dengan 

prinsip-prinsip otonomi yang berlaku. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan 

pemahaman penulis tentang pengelolaan keuangan daerah serta 

hubungannya dengan pembangunan manusia di Kawasan Timur 

Indonesia. 

E. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi teori federalisme fiskal serta landasan teori 

pada setiap variabel penelitian. Kemudian menyajikan 

rangkuman kajian terdahulu yang relevan dalam tema penelitian 

dan menampilkan skema kerangka berpikir serta hipotesis 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, 

setting penelitian, populasi dan sampel, variabel yang digunakan, 

sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, hasil analisis 

data, serta pembahasan yang didasarkan pada temuan dari hasil 

analisis tersebut. 

BAB V PENUTUP 

Bab lima memuat kesimpulan yang diambil setelah semua proses 

penelitian diselesaikan. Selain itu, bab ini juga memaparkan 

mengenai keterbatasan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur 

Indonesia tahun 2020-2024. 

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah secara parsial memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

di Kawasan Timur Indonesia tahun 2020-2024. 

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia tahun 

2020-2024. 

4. Rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan 

daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Kawasan Timur Indonesia tahun 2020-2024. Nilai Adjusted R-Square 

sebesar 0,575355 menunjukkan bahwa sebesar 57,5% variasi IPM dapat 

dijelaskan oleh ketiga variabel fiskal tersebut, sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh faktor lain di luar model. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat 

disempurnakan dengan penelitian berikutnya. Keterbatasan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Periode penelitian yang relatif singkat (2020–2024) pada penelitian ini 

membuat hasilnya belum mampu menggambarkan pengaruh jangka 

panjang kebijakan fiskal terhadap peningkatan IPM di Kawasan Timur 

Indonesia. 

b. Variabel independen terbatas pada tiga rasio fiskal, yakni derajat 

desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan kemandirian 

keuangan daerah, sehingga belum mencakup faktor lain yang 

berpotensi mempengaruhi IPM yang belum dianalisis dalam studi ini. 

c. Pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat pada akhir tahun 2022 

menyebabkan perbedaan cakupan dan konsistensi data, sehingga dapat 

memengaruhi akurasi hasil analisis dan interpretasi temuan penelitian. 
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